ABSTRAK

Nama : Irene Elvira Paramitha

NIM : 1310511005

Judul . Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Studi Kasus Kabupaten
Jember

Pendapatan Asli Daerah yang lainnya. PAD menjadi inikator keberhasilan dalam
penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula
kemampuan Pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini
berarti Pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan
otonomi daerah. Salah satu cara menipang tingginya PAD adalah dengan
melakukan pemungutan pajak hotel. Berdasarkan hasil penelitian yang suah
dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel di Kabupaten
Jember, adalah sebagai berikut: Pertama, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD
Kabupaten Jember sampai saat ini masih belum optimal meskipun dalam
pegawasan terhadap pemungutan pajak hotel sudah ada regulasi daerah yang
mengaturnya yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
dan Retribusi Daerah. Kedua, DPRD, khususnya Komisi C belum mampu
mendorong Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember meningkatkan
pendapata pajaknya dalam pengawasannya. Meskipun mekanisme penagihan
pajak hotel Pajak Restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember sudah menggunakan mekanisme pemungutan pajak hotel
terbaru dengan sistem Self Assessment. Di sisi lain, Komisi C juga tidak mampu
mendorong Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk membuat Standart
Operation Procedure (SOP) guna sebagai panduan operasional lapangan bagi
petugas dan wajib pajak.
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